AR AR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat
Kepala Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan,
dinamika masyarakat dan pemerintahan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat
Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 12 Tahun
2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2006 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13
Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun
2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun
2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menetapkan

dan
BUPATI TASIKMALAYA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006
Nomor 12 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 41

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan
BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap
keamanan negara.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 42

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), setelah melalui proses peradilan
ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus
merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang
bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya
merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas
dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal
43A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;



b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan
secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 6 November 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 6



